DINAMIKA REGULASI PENGANGGARAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT — SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

M GILANG RAMADHAN
17103070001

PEMBIMBING :
PROBORINI HASTUTI, M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022



ABSTRAK

Adanya bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis dapat memberi
solusi bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan keadilan dan kesamaan
didepan hukum. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum dijelaskan mengenai bantuan hukum, pendanaan, sampai tata cara
penyaluran dana bantuan hukum dijelaskan secara rinci. Dalam regulasi
sebelumnya tidak terdapat ketentuan mengenai penganggaran dan pengalokasian
pendanaan bantuan hukum. Hanya terdapat ketentuan mengenai penjaminan
bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis, hak dan persamaan dihadapan
hukum beserta teknis pemberian bantuan hukum, fokus masalah penelitian ini
yaitu bagaimana penganggaran bantuan hukum oleh pemerintah bagi masyarakat
miskin sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara perspektif
maslahah mursalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah library research atau penelitian
kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya.
Bahan hukum primer penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum. Bahan hukum sekundernya meliputi teks hukum berupa
buku, jurnal, laporan penelitian, dan karya ilmiah. Penelitian ini merupakan
penelitian yuridis-normatif, yang akan menjelaskan penganggaran bantuan hukum
oleh pemerintah bagi masyarakat miskin sebagai upaya pemenuhan hak
konstitusional dan menganalisis dengan konsep maslahah mursalah.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan tinjauan yuridis, pengaturan
mengenai pemberian bantuan hukum dalam undang-undang ini merupakan wujud
manifestasi pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Jika tidak terdapat
regulasi yang jelas mengenai anggaran bantuan hukum, maka sekelompok
masyarakat yang tidak mampu akan kesulitan untuk mendapatkan keadilan karena
terhambat  oleh  ketidakmampuan  mereka untuk  mewujudkan hak
konstitusionalnya. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini juga merupakan
bentuk kemaslahatan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu karena
sudah sesuai dengan konsep maslahah mursalah. Dilihat dari segi jenisnya maka
bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin ini termasuk dalam;
pertama dilihat dari segi eksistensinya atau keberadaannya masuk kedalam
maslahah mursalah, kedua dilihat dari segi ruang lingkup hukumnya masuk ke
dalam maslahah dharuriyah, ketiga dilihat dari segi kandungan maslahahnya
termasuk kedalam maslahah al-ammah.

Kata Kunci: penganggaran bantuan hukum, masyarakat miskin, hak
konstitusional, maslahah mursalah.












MOTTO

“Better late than never”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :

158/1997 dan 0543b/U/1987.

I.  Konsonan Tunggal

‘ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< ba’ B Be

= ta’ T, Te

= sa’ S| es (dengan titik di atas)
d Jim J Je

< ha’ H{ ha (dengan titik di bawah)
< kha’ Kh ka dan ha

’ Dal D De

. Zal 7 ze (dengan titik di atas)
- ra’ R Er
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) Zai Z Zet

g Sin S Es

ot Syin Sy es dan ye
o= Sad 5} es (dengan titik di bawah)
w2 Dad d} de (dengan titik di bawah)
- ta’ T te (dengan titik di bawah)
& za’ Z} zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain : Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

= fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

. Kaf K Ka

J Lam L ‘el

¢ Mim M ‘em

“ Nun N ‘en

’ Waw W w




: hamzah ‘ Apostrof

¢ ya’ Y Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

A Ditulis Sunnah

il Ditulis “illah

Ta Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

sl Ditulis al-Ma’idah

Byadl Ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

Bt o .
Ditulis Mugaranah al-ma zahib
(Y. ‘:\ed‘




IVV. Vokal Pendek

VI.

— Fathah ditulis
S Kasrah ditulis
I Dhammah ditulis
V. Vokal Panjang
fathj{ + alif Ditulis »
el Ditulis Istih{san
Fath}ah{ + ya’ mati Ditulis 2
i Ditulis Unsla
Kasrah + ya’ mati ditulis p
il ditulis al-
‘Alwani
D}ammah + wawu mati ditulis »
o5 ditulis Uh>m
Vokal Rangkap
Fath}ﬂh + ya' mati ditulis ai
ok ditulis Gairihi
m
Fathjh + wawu mati ditulis au
Jsb ditulis Qaul

Xi




VII.

VIII.

Vokal Pendek yang Beruratan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
‘Cu\\ Dituli a’antum
S
e Dituli u'iddat
S
alrdlgi ¢y Dituli la’in
s syakartum
Kata Sandang Alif+Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyah
Oi Al Ditulis al-Qur’an
ekl Ditulis al-Qiya>s

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

A Ditulis ar-Risalah
slead] Ditulis an-Nisa’
Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapnya.
&Il oAl Dituli Ahl al-Ra’yi
) S
) Jad Dituli Ahl as-
S Sunnah
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KATA PENGANTAR
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang di jamin oleh
The Intrnational Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan tercantum
pada Pasal 16 dan 26 di mana pasal tersebut menjamin semua orang berhak
memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk
diskriminasi, di Indonesia sendiri telah di bentuk Undang-undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sudah sekitar 12 tahun usianya, cukup
banyak manfaat yang diperoleh dari lahirnya undang-undang ini. Di samping hal
tersebut, terdapat juga kekurangan yang timbul baik dari ranah normatif maupun
empiris terhadap undang-undang bantuan hukum ini.

Terdapat beberapa masalah yang dapat diungkapkan terkait undang-
undang a quo, seperti bantuan hukum dinilai belum dapat memberikan akses
keadilan yang sama bagi seluruh warga negara khususnya kelompok rentan. Pada
dasarnya setiap warga negara kedudukannya sama di hadapan hukum (equality
before the law) dan negara bertanggung jawab atas fakir miskin, salah satunya
dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk bantuan hukum.
Sehingga segala kalangan dapat mengakses bantuan hukum tersebut. Bantuan

hukum menjadi salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban Negara yaitu menjamin



sistem hukum yang adil dan menjamin pelaksanaan hak asasi warga negaranya,
dalam hal ini adalah keadilan (acces to justice).

Konsep pengaturan dan gagasan bantuan hukum sebelum adanya Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah diatur dalam
beberapa peraturan, namun dirasa masih belum dapat menjamin hak
konstitusional warga negaranya diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang
dijamin atas akses terhadap keadilan sehingga mendapatkan pengakuan. Jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap hak mereka. Kemudian
dalam Pasal 28 | ayat (4) dan (5) dinyatakan bahwa negara merupakan
penanggungjawab serta penjamin atas terlaksananya hak setiap orang atas
kemudahan serta perlakuan khusus terhadap kemudahan akses untuk memperoleh
keadilan.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Dalam Pasal 1792, Pasal 1793, Pasal 1794 menegaskan bahwa penerima
kuasa dapat diberikan secara cuma-cuma. Oleh karenanya, bantuan hukum selain
dapat diberikan kepada masyarakat yang berkecukupan juga dapat diberikan
kepada masyarakat tidak mampu.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 10 menyambung ketentuan dari Pasal 56 Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengharuskan pejabat

YIndah Rahayu, “Refleksi Sembilan Tahun Undang-Undang Bantuan Hukum”,
RechtsVinding online Vol. 3:1 (31 Desember 2019), him. 2-4



yang bersangkutan harus menunjuk salah satu penasihat hukum untuk terdakwa
yang bersangkutan. Dan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang harus memberikan bantuan hukum gratis kepada terdakwa yang
bersangkutan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jelas
memuat afirmasi sebagaimana ditunjukan dalam Pasal 5: penerima bantuan
hukum merupakan orang atau kelompok yang tidak bisa memenuhi hak pangan,
sandang, papan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, serta tidak
dapat melakukan suatu kegiatan usaha. Kemudian, dalam Pasal 12 disebutkan hak
penerima bantuan hukum berupa bantuan hingga permasalahan hukum selesai
atau berkekuatan hukum tetap serta mendapatkan informasi dan dokumen yang
berkaitan dengan permasalahan hukumnya. Dalam bab penjelasan undang-undang
tentang bantuan hukum dinyatakan pula bahwa pemberian bantuan hukum belum
mencakup banyak kelompok renta sehingga kesulitan unuk mengakses keadilan
karena faktor ekonomi menjadi penghambat unuk mewujudkan hak-hak
konstitusional mereka.?

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 19
ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran
penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) dan ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Bantuan

> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum,
(Jakarta: BPHN KEMENKUMHAM RI, 2020), him. 24



Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.’
Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum
secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.*

Kewajiban Negara yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum, ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini,
yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum
(organisasi bantuan hukum) serta penyelenggaraan bantuan hukum (Kementrian
Hukum dan HAM RI). Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus di bayar, tentu
pelaksanaan undang-undang ini harus dikawal oleh semua pihak. Dengan
demikian akses keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi.”

Adapun kendala-kendala dalam proses penerapan bantuan hukum bagi
masyarakat miskin di daerah diantaranya persoalan dalam hal praktik upayanya
belum efektif, masih terbatasnya jumlah advokat, jumlah kuantitas advokat lebih
banyak di kota besar dibandingkan di daerah, masih terbatasnya jumlah Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) di daerah, masih banyaknya masyarakat yang terkena
masalah hukum tidak di dampingi oleh advokat, pemberian anggaran bantuan
hukum dari pemerintah untuk masyarakat miskin melalui lembaga bantuan hukum
belum merata ke daerah, sehingga untuk membantu masyarakat miskin di daerah-
daerah masih sangat sulit dan belum sama sekali efektif sehingga masih belum

selaras apa yang di amanatkan dalam Undang- undang Nomor 16 Tahun 2011

¥ Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal
19 ayat (1) dan (2)

* Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum
Bagi Masyarakat Miskin, Pasal 1 ayat (5)

® Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Laporan Tahunan
Bantuan Hukum 2013, (Jakarta: KEMENKUMHAM R, 2013), him. 4



tentang Bantuan Hukum. Dari hal-hal tersebut banyak masyarakat miskin yang
memerlukan bantuan hukum tidak terpenuhi hak-haknya dan tentunya hal tersebut
bertentangan dengan apa yang di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945

dan undang-undang bantuan hukum.®

Guna untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Hal ini
seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan atau
peraturan, dengan adanya teori bantuan hukum dalam proses penegakan hukum
dan bantuan hukum dalam Islam, serta ditunjukkan untuk keadilan, kebaikan dan
kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Pemerintah harus bisa lagi menekan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk bantuan hukum bagi masyarakat
miskin di daerah demi terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia
terkhususnya bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk
melakukan studi penelitian kepustakaan tentang “Penganggaran Bantuan Hukum
Oleh Pemerintah Bagi Masyarakat Miskin Sebagai Upaya Pemenuhan Hak

Konstitusional Warga Negara Perspektif Maslahah Mursalah”.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat

dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu :

® Angga Kusuma Haidan dkk, “Peranan LBH Dalam Meningkatkan Pemahaman
Masyarakat Miskin tentang Bantuan Hukum di Kota Sukabumi”, Jurnal ADHUM, Vol. 1X:1
(Januari 2019), him. 15.2



1. Bagaimana regulasi penganggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin
di Indonesia ?

2. Bagaimana bantuan hukum bagi masyarakat miskin ditinjau sebagai upaya
pemenuhan hak konstitusional warga negara perspektif maslahah

mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan:

a. Untuk menjelaskan regulasi pengaturan anggaran bantuan hukum bagi
masyarakat miskin di Indonesia.

b. Untuk menjelaskan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di tinjau
sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara perspektif
maslahah mursalah.

2. Kegunaan:
a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan
keilmuan bagi para akademis serta bagi masyarakat luas lebih khusus
mengenai penganggaran bantuan hukum oleh pemerintah bagi
masyarakat miskin sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional
warga negara perspektif maslahah mursalah.

b. Secara praktik

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan rujukan bagi
pembaca dari berbagai pihak tentang penganggaran bantuan hukum

olen pemerintah bagi masyarakat miskin sebagai upaya pemenuhan



hak konstitusional warga negara perspektif maslahah mursalah dan
secara akademisi dapat bermanfaat bagi Fakultas Syari’ah dan Hukum

Khususnya program studi Hukum Tata Negara.
D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil hasil
penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki
keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.” Beberapa penelitian yang
pernah dilakukan terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin antara lain
sebagai berikut:

Karya Pertama, Skripsi karya Riko Fajar nikodemus Sitorus " Pelaksanaan
bantuan hukum bagi rakyat miskin di Bandar Lampung ". Karya tulis ini pada
intinya menjelaskan bahwa pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di
Bandar Lampung telah melakukan pemberian bantuan hukum sampai sejauh ini
sudah cukup optimal, meskipun belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat khususnya masyarakat miskin di Bandar Lampung, susahnya akses
masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis atau cuma
cuma masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah tak terkecuali pihak pihak
pemberi bantuan hukum dan organisasi bantuan hukum (OBH).?

Karya Kedua, jurnal karya Suyogi imam dan Inge Puspita "Optimalisasi

Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi

7 Tim FakultasSyari’ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa
(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), him. 3.

® Rico fajar nikodemus sitorus, Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di
Bandar Lampung, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. (2018),
him. 42



Rakyat Miskin". Dalam karya tulis ini menjelaskan bahwa berdasarkan beberapa
persoalan yang dihadapi dalam penerapan pemberian bantuan hukum, terdapat
beberapa gagasan berupa suatu upaya yang dapat mengoptimalkan penerapannya.
Pertama, stimulan untuk Advokat/Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan
bantuan hukum. Kedua, bantuan hukum yang bersifat aktif, responsif dan
struktural. Ketiga, terjamahnya seluruh akses dalam peradilan. Keempat,
memurnikan makna gratis dalam pemberian bantuan hukum. Kelima, pengawasan
dalam penerapan pemberian bantuan hukum titik upaya-upaya tersebut merupakan
suatu gagasan yang dapat mengoptimalkan pemberian bantuan hukum, sehingga
bukan suatu hal yang mustahil untuk terwujudnya access to law and Justice bagi
rakyat miskin.’

Karya Ketiga, Jurnal karya Gabriella Bethsyeba, “Pelaksanaan Bantuan
Hukum Cuma-Cuma Yang di Berikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang
Kurang Mampu.” Dalam karya tulis ini menjelaskan bahwa cara masyarakat
kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dengan cara
memenuhi syarat yaitu pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis
yang berisi paling sedikit tentang identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok
persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, lalu menyerahkan dokumen yang
berkenaan dengan perkara titik setelah itu pemohon wajib melampirkan surat
keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat di tempat
tinggal pemohon bantuan hukum. Setelah memenuhi syarat-syarat yang

disebutkan di atas lalu masyarakat kurang mampu yang mencari keadilan tersebut

° Suyogi imam dan Inge Puspita, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi
Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin., Jurnal pada Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman. (2018), him. 68



dapat mengajukan dana bantuan hukum melalui pengadilan negeri atau lembaga
bantuan hukum titik namun sampai saat ini bantuan hukum cuma-cuma belum
dapat terealisasi karena banyak kendala kendala yang dijumpai berdasarkan fakta
di lapangan dana bantuan hukum yang diberikan oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) melalui Badan Penelitian Hukum Nasional (BPHN)
belum dapat dicairkan sampai saat ini karena sulitnya birokrasi dan tidak ada
kesamaan pedoman antara Badan Penelitian Hukum Nasional pusat dan Kanwil.*°

Karya Keempat, jurnal karya Angga dan Ridwan Arifin,”Penerapan
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia,” dalam karya
tulis ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan hukum yang
diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan
hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang
mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan
akses terhadap keadilan dan persamaan dihadapan hukum. Bantuan hukum pula
merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan
hukum dan pembelaan terhadap hak konstitusi tersangka atau terdakwa sejak ia
ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap, yang dibela dan
diberi perlindungan hukum bukanlah kesalahan tersangka/terdakwa melainkan

hak tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji

atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum titik jadi meskipun

19 Gabriella Bethsyeba, Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh
Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu, Jurnal pada Fakultas Hukum Universitas
Atmalaya Yogyakarta.(2014), him. 10



10

tersangka/terdakwa memang terbukti bersalah mereka tetap memiliki hak untuk
mendapatkan bantuan hukum.™

Karya Kelima, Skripsi karya Ahmad Yuskirman Sah, “Peranan Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Pencari Keadilan Yang Tidak Mampu,”
karya tulis ini pada intinya menjelaskan bahwa peran Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum sangatlah membawa pengaruh besar bagi para pencari keadilan terutama
yang tidak mampu khususnya pada buruh tani dan masyarakat miskin terlebih lagi
dalam pembelaan anak dan perempuan dan juga tidak memberikan banyak beban
kepada mereka karena dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma
tidaklah sangatlah sulit hanya membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
atau semacamnya maka akan langsung direspon pada Pemberi Bantuan Hukum
asalkan sesuai dengan tugas YLBHM dan kasusnya bukanlah kasus yang tidak
ditangani YLBHM seperti narkoba ketika ia adalah pengedar, illegalloging,
korupsi, dan kekerasan dalam rumah tangga ketika ia adalah pelaku.*?

Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara 5 (lima) karya tulis di atas
dengan karya tulis ini. Perbedaan tersebut yakni metode pendekatan dan objek
kajian. Secara umum tema penelitiannya adalah sama mengenai bantuan hukum
bagi masyarakat miskin, akan tetapi penyusun lebih menekankan pada objek
penganggaran bantuan hukum oleh pemerintah bagi masyarakat miskin sebagai
upaya pemenuhan hak Kkonstitusional warga negara perspektif maslahah

mursalah.

" Angga, Ridwan Arifin, Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
di Indonesia, jurnal pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, (2018), him. 56

12 Ahmad Sukirman Sah, Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Pencari
Keadilan Yang Tidak Mampu, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar, (2016), him. 94
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E. Kerangka Teori

1. Hak Asasi Manusia
Pengertian Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM (human right),
sebagaimana termaktub dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
“Adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara Hukum,

Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia”.

Artinya yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang
melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia (the
human rights) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (the citizen’s right).
Hak asasi manusia itu dewasa ini telah tercantum dengan tegas dalam Undang-
Undang Dasar 1945, sehingga telah resmi menjadi hak-hak konstitusional setiap
orang atau constitutional rights.

Namun, tidak semua constituional right itu identik dengan human rights,
karena ada juga hak-hak konstitusional warga negara (the citizen's constitusional
rights) yang bukan atau tidak termasuk ke dalam pengertian hak asasi manusia
(human rights). Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan
dalam pemerintahan adalah the citizen’s constitutional rights, tetapi tidak berlaku

bagi setiap orang yang bukan warga negara. Karena itu, tidak semua the citizen’s
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right adalah the human right, tetapi dapat dikatakan bahwa semua the human
rights adalah the citizen’s right. ™

Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan
baik dikalangan birokrasi, militer maupun di kalangan masyarakat umum. Untuk
memahami pembahasan konsep tentang hak asasi manusia maka pengertian hak
menjadi penting, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman
berprilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang
bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban.
Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang
disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana Pasal 30
ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara
untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Sebagaiman bunyi Pasal 1 angka 2
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa:
“Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak
dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”.

Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun
di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili
jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu

dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang di bangun adalah sistem yang

B Jimly Asshidigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta: PT
Bhuana limu Populer, 2008), him. 16
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demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk di pilih dan hak memberikan
pendapat.**
2. Maslahah Mursalah

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan
menginterpretasikan dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai
dari hasil penelitian.” landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai
dasar yang kokoh dan memperkuat peneliti untuk menggali data serta
menganalisis penelitian secara jelas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini
adalah maslahah mursalah. Secara etimologi “Maslahah Mursalah” terdiri atas
dua suku kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah berasal dari kata
“Salaha” atau “Saluha” yang berati baik. Kata ini adalah antonim dari kata
“Fasada” yang berati rusak. Dengan demikian kata maslahah adalah kebaikan
dari kata mafsadah.*®

Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi
manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan
keuntungan dan ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti
menolak kemadharatan atau kerusakan. Sehingga setiap yang mengandung
manfaat patut disebut maslahah. Sedangkan kata mursalah merupakan bentuk

isim maf’ul dari kata : arsala-yursilu-irsal yang artinya: adam al-taqyid (tidak

" Yumma sabila, dkk, ”Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi
Manusia, ” Jurnal Justisia, Vol. 3:2 (2018), him. 206.

!> Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), him. 185
'® Rachmat syafe’i, llmu Ushul Figih, cet ke-1(Bandung: CV. Pustaka Setia 1999), him.
117
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terikat) atau yang berati juga : al-mutlagah (bebas atau lepas).'” Kemudian
pengertian maslahah secara terminologi, terdapat beberapa definisi maslahah
yang dikemukakan ulama ushul figh, tetapi definisi tersebut mengandung esensi
yang sama. Imam al-Ghazali misalnya, mengemukakan bahwa pada prinsipnya
maslahah adalah “mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka
memelihara tujuan-tujuan syara’. *°

Dari definisi tersebut tampak yang menjadi tolak ukur maslahah adalah
tujuan syara’ atau berdasarkan ketetapan syar’i. Inti kemaslahatan ditetapkan
syar’i adalah pemeliharaan lima hal pokok (kulliyat al-khumsah), semua bentuk
tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini adalah
maslahah. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak
kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut maslahah. ** Dari beberapa
definisi tentang maslahah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat
disimpulkan bahwa maslahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal
sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada
manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.”

Berdasarkan beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan

tentang hakikat dari maslahah mursalah tersebut, sebagai berikut :

' Ahmad Mukri Aji, “Pandangan al-Ghazali tentang Maslahah Mursalah™, Jurnal Ahkam,
Vol. IV:8 (2002), him. 38

® Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, cet ke-1 (Jakarta: Paramuada
Adversiting, 2008), him. 152-153

' Firdaus, Ushul Figh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara
Komprehensi, cet ke-1 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), him. 81.

2% Amir Syarifudin, Ushul Figh Jilid 2, cet ke 4 (Jakarta: Kencana Predana Media Group,
2008), him. 325
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a. la adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat
mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
b. Apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara’
dalam menetapkan hukum.
C. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara’ tersebut
tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang mengakuinya.
Pada perkembangan selanjutnya penggunaan maslahah mursalah telah
terjadi perbedaan dikalangan ulama Ushul Figh. Sebagian ulama ada yang
menyebutkan dengan istilah : al-munasib al-mursal, al-istidlal al-mursal,al Qiyas

13

al-Maslahi, sedangkan Imam al-Ghazali menyebutnya dengan nama “al-
istislah”.**
Para ulama ushul figh sepakat menyatakan bahwa maslahah al-mu tabarah dapat
dijadikan sebagai dalil hukum dalam menetapkan hukum. Kemaslahatan seperti
ini termasuk dalam metode giyash. Adapun mengenai maslahah mursalah pada
prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam
menetapkan hukum syara’, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya
mereka berbeda pendapat.??

Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukan bahwa setiap hukum

mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, allah

berfirman dalam surat Al-qur’an surat al-Anbiya /21 : 107 :

*! Ibid., him 334
?2 Nasroen Haroen, Ushul Figh 1, cet ke-1 (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), him.
120



16

Gaadall 22 5 ) i g
F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research).
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan kajian terhadap berbagai literatur dan
sumber-sumber lainnya®®, yang berkenaan dengan metode pengumpulan data
pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian dengan cara
mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data
tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran
mengenai masalah yang ada.”®
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yang mana akan
menjelaskan secara yuridis tentang penganggaran bantuan hukum bagi masyarakat
miskin dan menganalisis konsep maslahah mursalah terkait penganggaran
bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai upaya pemenuhan hak

konstitusional warga negara

 Q.S.Al-anbiya ayat 107

** Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006), him. 18.

%> Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), him.
56.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi
literatur atau kepustakaan dengan menelaah skripsi, tesis, disertasi jurnal-jurnal,
buku, serta karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
penelitian.
5. Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer
Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
b. Bahan Hukum Sekunder
Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku
literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bantuan
hukum, jurnal, skripsi, thesis, majalah, artikel dan karya ilmiah maupun
doktrin hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Data tersier adalah bahan yang berada diluar keilmuan hukum yang dapat
digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan khususnya pada
ranah Hukum Tata Negara. Data tersebut tentu berkaitan dengan tema
penelitian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan analisis dan
identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dapat berupa KBBI,

Kamus Hukum, dan perkuliahan yang sedang berlangsung.
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6. Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.
Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada
proses penyimpulan deduktif dan indukif serta pada dinamika hubungan antar
fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah data
dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode
berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang berdasarkan pada hal-hal

umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mrmprmudah penulisan skripsi ini, diperlukan suatu sistematika agar
pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Adapun sistematika pembahasan yang
penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian.

Bab kedua, berisi kerangka konseptual yang menjelaskan tentang aspek
teoritik yakni teori hak asasi manusia dan maslahah mursalah baik definisi, dasar
hukum, kehujahan, syarat-syarat, dan macam-macamnya.

Bab ketiga, berisi tentang bantuan hukum dan pelaksanaan bantuan hukum

melalui lembaga bantuan hukum di Indonesia.

% Soetrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), him. 42
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Bab keempat, memaparkan tinjauan yuridis dinamika regulasi
penganggaran bantuan hukum oleh pemerintah bagi masyarakat miskin dan
bantuan hukum bagi masyarakat miskin di tinjau sebagai upaya pemenuhan hak
konstitusi warga negara perspektif maslahah mursalah yang kemudian akan
disimpulkan pada bab lima.

Bab kelima, merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran atas
penelitian ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari

semua suumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.



83

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan dan analisa terhadap penelitian ini terdapat
kesimpulan yang dapat di ambil, adapun di antaranya:

1. Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah
perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia, perlindungan yang
dimaksud disini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-
hak kodrat manusia yang dijamin oleh hukum positif seperti hak sipil,
politik, ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan. Ketentuan ini
dipertegas di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: ”Setiap orang berhak
mendapat bantuan hukum dan perlindungan yang adil dari pengadilan
yang objektif dan tidak berpihak”. Pengaturan mengenai penganggaran
bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
merupakan manifestasi dari amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945. Tentunya hal ini patut diapresiasi dikarnakan
regulasi sebelumnya hanya mengatur sebatas penjaminan bantuan hukum
secara cuma-cuma. Jika tidak terdapat regulasi yang jelas mengenai
anggaran bantuan hukum, maka sekelompok masyarakat yang tidak

mampu akan kesulitan untuk mendapatkan keadilan karena terhambat oleh
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ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusionalnya
dalam koridor acces to justice yang lebih optimal.

. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin ditinjau sebagai upaya
pemenuhan hak konstitusional warga negara perspektif maslahah
mursalah ini termasuk kedalam maslahah dharuriyah yaitu kemashlahatan
yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan
akhirat, dengan kata lain mashlahah dharuriyah ini adalah kebutuhan
mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima
pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal,
memelihara keturunan, dan memelihara harta. Bantuan hukum dalam hal
ini merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib
ada pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek memelihara
jiwa. Dalam segi kandungannya maka bantuan hukum bagi masyarakat
miskin dalam upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara ini
termasuk dalam maslahah al-ammah yang harus dirasakan oleh
masyarakat umum. Maka dari itu dengan adanya pemberian bantuan
hukum cuma-cuma yang didukung melalui aturan penganggaran di
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) dapat membantu masyarakat tidak mampu, agar
mendapatkan bantuan hukum secara gratis dan optimal untuk berperkara di
pengadilan. Dengan demikian, hal tersebut sesuai dengan konsep maslahah
mursalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam

rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.



85

B. Saran

Bantuan hukum itu adalah hak setiap orang yang paling asasi dan dijamin
oleh perundang-undangan di Indonesia. Maka dari itu terkait penganggarannya
Seharusnya pemerintah harus bisa menyediakan anggaran sesuai dengan
kebutuhan ril dilapangan dengan menekan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) untuk bantuan hukum, agar terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat
Indonesia di daerah terkhususnya bagi masyarakat miskin, supaya selaras dengan
tujuan Undang-undang bantuan hukum yaitu dapat terlaksananya bantuan hukum
secara merata demi terwujudnya peradilan yang efektif, efisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta terwujudnya keadilan bagi setiap manusia. Agar
tetap sesuai dengan konsep maslahah mursalah yaitu mengambil manfaat dan

menghilangkan kemudharatan.
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